GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 44 4/B.X/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN
PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor S Tahun 2012 tentang
Registrasi dan ldentifikasi Kendaraan Bermotor, perlu untuk
meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor
(3/917/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Nomor Polisi
Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung;

. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas,

dan dalam rangka tertib penggunaan nomor registrasi
kendaraan bermotor dinas jabatan, perlu mengatur kembali
ketentuan Pemakaian Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor
Dinas Jabatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur
Lampung;

Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor S5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi
Kendaraan Bermotor;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun
2014;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi
Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2014,

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai
Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi
Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun
2014,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NOMOR
REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN

PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG.

Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Pejabat di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas seclain yang
dimaksud pada Diktum Kesatu yang telah ada dan digunakan
sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
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KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur
Lampung Nomor G/917/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Nomor
Polisi Kendaraan Dinas Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di jelukbetung
pada tanggal #&- & - /él/c/

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusamn :

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Ketua DPRI) Provinsi Lampung di Telukbetung;

Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Kepala Dinas/Badan/Biro/Satuan Kerja yang bersangkutan;
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung,.
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